BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan
dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang
pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat pada
ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi
masyarakat;

bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 terdapat perkembangan yang
tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran,
keadaan yang  menyebabkan pergeseran anggaran
antarorganisasi, antarunit organisasi, antarprogram,
antarkegiatan, dan antarjenis belanja, penggunaan sisa lebih
perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang harus
digunakan dalam tahun berjalan, serta keadaan lain yang
mengharuskan dilakukannya perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026 merupakan penyesuaian terhadap
perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
yang dijabarkan dalam perubahan Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;



Menetapkan

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7153);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2025 Nomor &8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

Bupati adalah Bupati Grobogan.

Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonom.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara



10.

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

a.

(1)

Pendapatan Daerah

1. semula :Rp2.677.882.428.000,00
2. bertambah :Rp50.699.525.756,00
jumlah Pendapatan Daerah :Rp2.728.581.953.756,00
setelah perubahan

Belanja Daerah

1. semula :Rp2.895.282.428.000,00
2. bertambah :Rp203.424.681.870,00
jumlah Belanja Daerah setelah :Rp3.098.707.109.870,00
perubahan

defisit setelah perubahan :(Rp370.125.156.114,00)
Pembiayaan Daerah

1. penerimaan Pembiayaan Daerah

a) semula :Rp240.000.000.000,00
b) bertambah ‘Rp152.725.156.114,00
jumlah penerimaan :Rp392.725.156.114,00
Pembiayaan Daerah setelah
Perubahan

2. pengeluaran Pembiayaan Daerah
a) semula : Rp22.600.000.000,00
b) bertambah :Rp0,00
jumlah pengeluaran :Rp22.600.000.000,00

Pembiayaan Daerah
setelah perubahan

jumlah Pembiayaan neto :Rp370.125.156.114,00
setelah perubahan
sisa lebih Pembiayaan :Rp0,00
anggaran Daerah setelah
perubahan
Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a terdiri atas:
a. pendapatan asli Daerah
1. semula :Rp635.038.429.000,00
2. bertambah :Rp2.621.768.000,00
jumlah pendapatan asli :Rp637.660.197.000,00
Daerah setelah perubahan
b. pendapatan transfer

1. semula :Rp2.042.843.999.000,00
2. bertambah :Rp45.316.117.756,00
jumlah pendapatan :Rp2.088.160.116.756,00

transfer setelah perubahan
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah



1. semula :Rp0,00
2. bertambah :Rp2.761.640.000,00
jumlah lain-lain :Rp2.761.640.000,00
pendapatan Daerah yang sah
setelah perubahan
(2) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas jenis pendapatan:

a. Pajak
1. semula :Rp320.343.692.000,00
2. berkurang :(Rp13.028.692.000,00)
jumlah Pajak setelah :Rp307.315.000.000,00
perubahan

b. Retribusi
1. semula :Rp213.908.625.000,00
2. bertambah :Rp13.267.200.000,00
jumlah Retribusi :Rp227.175.825.000,00

setelah perubahan

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. semula :Rp37.212.080.000,00
2. berkurang ‘(Rp115.596.000,00)
jumlah hasil pengelolaan :Rp37.096.484.000,00
kekayaan Daerah yang
dipisahkan setelah

perubahan

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
1. semula :Rp63.574.032.000,00
2. bertambah :Rp2.498.856.000,00
jumlah lain-lain :Rp66.072.888.000,00

pendapatan asli Daerah
yang sah setelah perubahan
(3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari atas pendapatan:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat

1. semula :Rp1.892.020.506.000,00
2. bertambah :Rp37.717.373.756,00
jumlah pendapatan :Rp1.929.737.879.756,00

transfer pemerintah pusat
setelah perubahan
b. pendapatan transfer antar Daerah

1. semula :Rp150.823.493.000,00
2. bertambah :Rp7.598.744.000,00
jumlah pendapatan :Rp158.422.237.000,00

transfer antar Daerah
setelah perubahan
(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas pendapatan:
a. pendapatan hibah

1. semula :Rp0,00
2. bertambah :Rp2.761.640.000,00
jumlah pendapatan :Rp2.761.640.000,00

hibah setelah perubahan

Pasal 4
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
b terdiri atas:



(2)

(3)

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

belanja operasi

1. semula

2. bertambah
jumlah belanja operasi
setelah perubahan
belanja modal

1. semula

2. bertambah
jumlah belanja modal
setelah perubahan
belanja tidak terduga
1. semula

2. bertambah
jumlah belanja tidak

terduga setelah perubahan

belanja transfer

1. semula

2. bertambah

jumlah belanja transfer
setelah perubahan

terdiri atas:

a.

Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

belanja pegawai

1. semula

2. bertambah

jumlah belanja pegawai
setelah perubahan
belanja barang dan jasa
1. semula

2. bertambah

jumlah belanja barang

dan jasa setelah perubahan

belanja bunga

1. semula

2. berkurang

jumlah belanja bunga
setelah perubahan
belanja subsidi

1. semula

2. bertambah

jumlah belanja subsidi
setelah perubahan
belanja hibah

1. semula

2. berkurang

jumlah belanja hibah
setelah perubahan
belanja bantuan sosial
1. semula

2. bertambah

jumlah belanja bantuan
sosial setelah perubahan

terdiri atas:

a.

belanja modal tanah
1. semula
2. bertambah

:Rp2.029.238.344.897,00
:Rp136.001.290.285,00
:Rp2.165.239.635.182,00

:Rp451.494.302.103,00

:Rp63.025.110.585,00
:Rp514.519.412.688,00

:Rp11.100.500.000,00
:Rp399.500.000,00
:Rp11.500.000.000,00

:Rp403.449.281.000,00
:Rp3.998.781.000,00
:Rp407.448.062.000,00

:Rp1.293.848.762.645,00
:Rp8.373.284.919,00
:Rp1.302.222.047.564,00

:Rp591.370.767.352,00
:Rp128.735.596.566,00
:Rp720.106.363.918,00

:Rp5.000.000.000,00
:(Rp1.300.000.000,00)
:Rp3.700.000.000,00

:Rp660.199.000,00
:Rp2.000.000,00
:Rp662.199.000,00

:Rp123.012.365.900,00
:(Rp856.891.200,000)
:Rp122.155.474.700,00

:Rp15.346.250.000,00
:Rp1.047.300.000,00
:Rp16.393.550.000,00

:Rp0,00
:Rp750.000.000,00




(4)

(5)

(1)

jumlah belanja modal :Rp750.000.000,00
tanah setelah perubahan
b. belanja modal peralatan dan mesin

1. semula :Rp91.203.901.700,00
2. bertambah :Rp17.016.300.675,00
jumlah belanja modal :Rp108.220.202.375,00

peralatan dan mesin
setelah perubahan
c. belanja modal gedung dan bangunan

1. semula :Rp54.675.952.103,00
2. bertambah :Rp10.931.452.897,00
jumlah belanja modal :Rp65.607.405.000,00

gedung dan bangunan
setelah perubahan
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1. semula :Rp290.820.980.300,00
2. bertambah :Rp33.757.383.913,00
jumlah belanja modal :Rp324.578.364.213,00

jalan, jaringan, dan irigasi
setelah perubahan
e. belanja modal aset tetap lainnya

1. semula :Rp13.994.688.000,00
2. bertambah :Rp856.173.100,00
jumlah belanja modal :Rp14.850.861.100,00
aset tetap lainnya setelah
perubahan

f. belanja modal aset lainnya
1. semula :Rp798.780.000,00
2. berkurang 1(Rp286.200.000,00)

jumlah belanja modal aset :Rp512.580.000,00

lainnya setelah perubahan
Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri atas:
a. belanja tidak terduga

1. semula :Rp11.100.500.000,00
2. bertambah :Rp399.500.000,00
jumlah belanja tidak :Rp11.500.000.000,00

terduga setelah perubahan

Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

terdiri atas:

a. belanja bagi hasil
1. semula :Rp40.082.936.000,00
2. bertambah :Rp97.336.000,00
jumlah belanja bagi hasil :Rp40.180.272.000,00
setelah perubahan

b. belanja bantuan keuangan
1. semula :Rp363.366.345.000,00
2. bertambah :Rp3.901.445.000,00
jumlah belanja bantuan :Rp367.267.790.000,00
keuangan setelah
perubahan

Pasal 5
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf (c) terdiri atas:
a. penerimaan Pembiayaan Daerah
1. semula :Rp240.000.000.000,00
2. bertambah :Rp152.725.156.114,00




jumlah penerimaan :Rp392.725.156.114,00
Pembiayaan Daerah setelah

perubahan
b. pengeluaran Pembiayaan Daerah
1. semula :Rp22.600.000.000,00
2. bertambah :Rp0,00
jumlah pengeluaran :Rp22.600.000.000,00

Pembiayaan Daerah
setelah perubahan

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3)

(1)

(2)

(3)

huruf a terdiri atas:
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1. semula :Rp40.000.000.000,00
2. bertambah :Rp152.725.156.114,00
jumlah SiLPA tahun :Rp192.725.156.114,00

anggaran sebelumnya
setelah perubahan
b. penerimaan pembiayaan utang Daerah

1. semula :Rp200.000.000.000,00
2. bertambah :Rp0,00
jumlah penerimaan :Rp200.000.000.000,00

pembiayaan utang Daerah

setelah perubahan
Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri atas jenis Pembiayaan:
a. pembentukan dana cadangan

1. semula :Rp20.000.000.000,00
2. bertambah :Rp0,00
jumlah pembentukan :Rp20.000.000.000,00

dana cadangan
b. penyertaan modal Daerah

1. semula :Rp2.600.000.000,00
2. bertambah :Rp0,00

jumlah penyertaan modal :Rp2.600.000.000,00
Daerah setelah perubahan

Pasal 6

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam
peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dituangkan dalam
laporan realisasi anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;



c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-

undangan; dan/atau

d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 7
Uraian lebih lanjut perubahan APBD Tahun Anggaran 2026
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a. Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII :

Lampiran VIII :

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

. Lampiran XII :
. Lampiran XIII :
Lampiran XIV :

Lampiran XV :

Lampiran XVI :

ringkasan perubahan APBD yang
diklasifikasi menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan,;
ringkasan perubahan APBD yang
diklasifikasi menurut urusan pemerintahan
Daerah dan organisasi;

rincian perubahan APBD menurut urusan
pemerintahan Daerah, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
rekapitulasi perubahan Belanja menurut
urusan pemerintahan Daerah, organisasi,
program, kegiatan beserta hasil dan sub
kegiatan beserta keluaran,;

rekapitulasi perubahan Belanja Daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintah Daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;
rekapitulasi perubahan belanja untuk
pemenuhan standar pelayanan minimal;
sinkronisasi program pada rencana
pembangunan jangka menengah Daerah
dengan rancangan perubahan APBD;
sinkronisasi program, kegiatan dan sub
kegiatan pada perubahan rencana kerja
pembangunan Daerah dan perubahan
prioritas plafon anggaran sementara dengan
peraturan Daerah tentang perubahan APBD;
sikronisasi program prioritas nasional dan
prioritas provinsi dengan program prioritas
kabupaten;

daftar perubahan jumlah pegawai
golongan dan per jabatan;

laporan keuangan Pemerintah Daerah yang
telah ditetapkan dengan peraturan Daerah;
daftar pinjaman Daerah;

per

daftar penyertaan modal Daerah dan
investasi Daerah lainnya;
daftar perkiraan penambahan dan

pengurangan aset tetap Daerah dan aset
lain-lain;

daftar sub kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
yang direncanakan;

daftar dana cadangan Daerah; dan



q. Lampiran XVII: daftar piutang Daerah.

Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD
tahun anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan
perubahan APBD tahun anggaran 2026 diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal

BUPATI GROBOGAN,

SETYO HADI
Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ANANG ARMUNANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ... NOMOR ...

NO REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA
TENGAH :



II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

UMUM

Berdasarkan Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah menyebutkan bahwa perubahan APBD didasarkan pada laporan
realisasi semester pertama APBD, terjadi perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum anggaran dapat berupa pelampauan atau
tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, alokasi Belanja Daerah,
perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah, keadaan yang
menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar
unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja,
keadaan darurat, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran
tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan,
dan/atau keadaan luar biasa.

Perubahan APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dan kemampuan Pendapatan Daerah. Perubahan APBD
sebagaimana dimaksud, berpedoman pada perubahan rencana kerja
pembangunan Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada
masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi
otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD,
perubahan APBD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD setiap tahun
ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Penyusunan perubahan APBD mendasarkan pada hasil evaluasi
semester pertama rencana kerja pembangunan Daerah Tahun 2026 yang telah
dirumuskan dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan
prioritas dan plafon anggaran sementara serta struktur perubahan APBD
Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2026.

Perubahan kebijakan dan perubahan asumsi makro ekonomi Daerah
turut dikoreksi dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan
memperhatikan perubahan ekonomi makro sampai dengan semester 1 tahun
2026. Mempedomani laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan
Republik Indonesia atas laporan keuangan Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2025, sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)
tahun anggaran 2025 sebesar Rp192.725.156.114,00 (seratus sembilan puluh
dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu
seratus empat belas rupiah) menjadi salah satu sumber Pembiayaan Daerah
yang dimanfaatkan penggunaannya dalam perubahan APBD Tahun Anggaran
2026.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor
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